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INTI SARI 

Sistem kekeluargaan yang di kenai pada masyarakat Karo adalah sistem 
patrilineal, yang mengakui garis keturunan laki-laki dan merupakan generasi 
penerus orang tuanya dan apabila dia kawin akan masuk ke dalam clan suaminya. 
Akibat dari sistem ini sangat berpengaruh terhadap kedudukan anak perempuan 
dan janda khususnya di dalam hal warisan. Tetapi dengan keluamya TAP MPRS 
No. II tahun 1960 dan putusan Mahkamah Agung No. 179 K/Sip/1961 adalah 
merupakan tonggak sejarah atas perubahan terhadap kedudukan anak perempuan 
dan janda sebagai ahli waris orang tuanya dan suaminya bersama dengan anak 
laki-laki. Untuk ingin di ketahui bagaimana asas hukum yang berlaku dalam 
hukum Adat Karo terhadap hak waris anak perempuan dan janda, bagaimana 
kedudukan anak perempuan dan janda di dalam pembagian warisan pada 
masyarakat Karo, dan faktor-faktor yang mempengaruhi teijadinya perubahan 
kedudukan anak perempuan dalam hukum Adat Karo menurut Yurisprudensi 
Mahkamah Agung. 

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Tiang Layar dan Desa Durin 
Simbelang, kecamatan Pancur Batu. Populasi penelitian adalah seluruh 
masyarakat Karo yang ada di lokasi penelitian dan sample diambil secara 
purposive sampling dengan 30 responden dan tiap-tiap desa diwakili 15 keluarga 
sebagai sampel. Terhadap mereka dilakukan wawancara secara langsung 
informasi yang lebih lengkap, wawancara khusus dilakukan kepada beberapa 
tokoh-tokoh yaitu kepala desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Untuk 
melengkapi hasil penelitian dilakukan juga studi kepustakaan. Data dianalisis 
secara sistematis dengan memakai metode deduktif. 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kedudukan anak perempuan dan 
janda pada asasnya belum mengalami perubahan dan perkembangan, karena 
sistem kekeluargaan patrilineal tetap dipertahankan dan yang berubah adalah 
akibat dari sistem itu terhadap kedudukan anak perempuan dan janda di dalam 
wan san. 
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Anak perempuan dan janda adalah ahli waris orang tuanya dan suaminya. 
Keberadaan mereka juga harus diakui serta hak dan kewajibannya harus di 
hormati. Perubahan yang dilakukan oleh putusan Mahkamah Agung terhadap anak 
perempuan dan janda sebagai ahli waris hanya sebagian yang dapat diterima oleh 
masyarakat Karo di Desa Durin Simbelang dan Desa Tiang Layar, kecamatan 
Pancur Batu atas dasar persamaan hak. Pengaruh pola berpikir orang yang 
semakin rasional sehingga mengakibatkan perubahan sebagian dalam hukum Adat 
Karo yang disebabkan oleh bermacam-macam faktor. Adapun faktor-faktor yang 
juga mempengaruhi perubahan dalam hukum waris Adat Karo adalah faktor 
ekonomi, faktor sosial, dan faktor keadaan psikologi. 

Keputusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa baik anak laki-laki 
maupun anak perempuan sama-sama berhak atas harta warisan orang tuanya 
menyangkut harkat dan martabat perempuan suku Karo di bidang pewarisan. Dan 
juga memberi perlindungan terhadap kedudukan anak perempuan dan janda 
khususnya di dalam hukum Adat Karo. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak sekali masyarakat Karo yang 
belum menjalankan apa yang ditetapkan oleh keputusan Mahkamah Agung 
No. 179 K./Sip/1961 tersebut. Namun perubahan hukum adat itu khususnya adat 
istiadat Karo tidak perlu secara radikal atau dipaksakan sebab bagaimanapun juga 
akan berubah dengan sendirinya akibat pengaruh lingkungan, ilmu pengetahuan 
dan perkembangan zaman. 

Kata kunci - Kedudukan Hak waris 

- Anak perempuan dan Janda 

- Masyarakat Karo. 
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Utary Maharani Barus ** 

ABSTRACT 

The familial system which recognized in Karo society is patrilineal 
system, which acknowledge heredity line and as future generation of her 
parents and if she get married she will enter her husband clan. The 
consequence of this system very influence toward the position of daughter 
and widow particularly in heritage matter. But by the establishment of TAP 
MPRS No.II Year 1960 and decision of Supreme Court No. 179 K/Sip/ 1961 
is history milestone on the alteration toward the position of daughter and 
widow as legatee of her parents and her husband together with her son. In 
order to find out how law principle which valid in Karo tradition toward the 
inheritance right of daughter and widow, how the position of daughter and 
widow in division heritage in Karo society, and factors that influenced the 
alteration in the position of a daughter in Karo tradition law according to 
jurisprudence of Supreme Court. 

The research was located in Tiang Layar Village and Durin 
Simbelang Village, Pancur Baru sub district. The population of this 
research was all Karonese people lived in research location and sample 
taken purposively with 30 respondents in each village at representative 15 
familys as samples. For all of them, interview was held directly by 
orientated by arranged questioner. To collect complete information, 
exceptional interview was performed toward some village figures such as 
village head, custom figure, and public figure. To complete the result of this 
research writer also performed library study. Data was analyzed 
systematically by using deductive method. 

The result of this research exhibit that the position of daughter and 
widow basically has not experience alteration and development, because 
patrilineal familial system still maintained and matters that already change 
were due to the system itself toward the position of daughter and widow in 
heritage matter. 
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A daughter and widow is the legatee of her parents and her husband. 
Their presence should also be admitted and her right and obligation should 
be respected. The alteration which established by decision of Supreme 
Court toward daughter and widow as legatee only acknowledge partially by 
Karonese society in Durin Simbelang Village and Tiang Layar village, 
Pancur Batu sub- district on behalf of right similarly principle. The 
influence of way of thinking of these people become more rational therefore 
contribute to alteration partially in Karonese tradition law which caused by 
various factors. Some of factors that influence the alteration in Karonese 
tradition heritage law including economic factor, social factor, and 
psychology factor. 

The decision of Supreme Court which stated that whether a son or a 
daughter has the same right on the heritage of his/her parents related to self­
respect and status of a Kerosene ethnic daughter in legacy matter. And also 
give protection toward the position of daughter and widow particularly in 
Karonese tradition law. 

The result of this research show that there are many Karonese 
society which haven't performed what has determined by the decision of 
Supreme Court No. 179 K/Sip/1961. Even though the alteration of the 
customary law particularly Karonese tradition no need to be radical or 
forced upon them however would change by itself due to the environmental 
influence, science, and development. 

Key words: 
Position of Hereditary Right 
Daughter and Widow 
Karonese Society 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

l.l.Latar Belakang 

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia di 

masa kini dan di masa yang akan datang di dalam rangka membangun masyarakat 

yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 

maka untuk penyusunan Hukum Nasional diperlukan adanya konsepsi-konsepsi 

dan asas hukum yang berasal dari Hukum Adat. 

Pembangunan Hukum Nasional itu haruslah berakar dan di angkat dari 

hukum rakyat yang ada, sehingga hukum Nasional Indonesia haruslah mengabdi 

kepada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. 

Ini juga tergambar dari basil seminar hukum adat dan pembinaan hukum 

nasional, dimana salah satu butir yang dirumuskan dalam seminar tersebut 

menyebutkan:"Bahwa hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting 

untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan Nasional yang menuju 

unifikasi hukum dan terutama yang akan dilakukan melalui perbuatan peraturan 

perundang-undangan dengan tidak mengabaikan timbuVtumbuh dan 

berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum."1 

Di dalam pelaksanaan pembangunan Hukum Nasional di landasi oleh tiga 

wawasan yaitu wawasan kebangsaan, wawasan nusantara, dan wawasan Bhineka 

Tunggal Ika yang mengacu kepada satu tujuan pembangunan Hukum Nasional 

yaitu adanya unifikasi hukum di seluruh Indonesia. 

1 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Seminar Hukum Adat dan Pembinaan 
Hukum Nasional, 1976, hal251. 
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Dalam hukum nasional, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis 

sejauh mungkin harus dihindari kemungkinan tetjadinya diskriminasi berdasarkan 

golongan, keturunan, suku, bangsa, dan agama yang dianut oleh seseorang. 

Selanjutnya dalam program pembangunan Nasional 2000-2005, di rancang 

berbagai upaya pembangunan termasuk di bidang pemberdayaan perempuan. 

Tujuan pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan kedudukan dan peranan 

perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan agar dapat 

menjadi mitra yang setara dengan laki-laki dalam berpartisipasi dan menikmati 

hasil pembangunan dan semakin berdaya pranata dan lembaga termasuk institusi 

pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki visi pemberdayaan 

perempuan dan organisasi perempuan lebih berperan dan mandiri dalam 

mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender? Hal ini dapat pula 

dilihat dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Tentang 

hak Asasi Manusia), berbunyi sebagai berikut: 

"Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan 

tanggungjawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan 

dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak 

pemilikan serta pengelolahan harta bersama."3 

Hukum adat merupakan hukum yang hidup (living law) yang tumbuh dan 

berkembang ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan. Hukum 

adat yang hidup ditengah-tengah kehidupan suku bangsa Indonesia menjadi sangat 

2 Biro Pemberdayaan Perempuan Serda PropSU, Seminar Kebijakan Pemerintah Dalam 
Pembangunan Perempuan Pada Kegiatan Sosialisasi Gender, 2002, hal 10. 

3 Djaja S.Meliala, Himpunan Peraturan per-UU tentang perkawinan, (Bandung: Nuansa 
Aulia, 2008), hal 283 
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